. PENGUMUMAN/PERATURAN PEMERINTAH . e

teri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 ten-
tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan.

E. Materi

il

Untuk mengetahui besarnya jumiah pajak
yang tidak atau kurang dibayar atau yang
tidak seharusnya dikembalikan dan sanksi
administrasi dalam rangka pengajuan permo-
honan penghentian penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan untuk kepentingan pe-
nerimaan negara, Wajib Pajak harus meminta
informasi secara tertulis kepada Direktur Jen-
deral Pajak.
Atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada angka 1, Direktur Jenderal
Pajak atau pejabat yang ditunjuk harus mem-
berikan informasi tertulis mengenai besarnya
jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar
atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan
sanksi administrasi.
Yang dimaksud dengan pejabat yang ditunjuk
sebagaimana dimaksud pada angka 2 adalah:
a. Pembentukan Tim Penerimaan dan Tindak
Lanjut Surat Pernyataan Harta untuk Pen-
gampunan Pajak.
b. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal

Pajak dalam hal penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan dilaksanakan oleh
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

F. Penutup )
1. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

2. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor
SE-20/PJ/2013 tentang Penegasan Mengenai
Pejabat yang Ditunjuk oleh Direktur Jenderal
Pajak dalam Rangka Penghentian Penyidikan
Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Ke-
pentingan Penerimaan Negara dinyatakan di-
cabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2016
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.

KEN DWIJUGIASTEADI
NIP 195711081984081001

(BN )

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN

PERSETUJUAN TERTULIS UNTUK MELAKUKAN
PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH

(Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 73 Tahun 2016,
tanggal 22 September 2016}

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 71 ayat
(2), Pasal 71 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilinan Gubernur, Bupa-
ti, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta
untuk mendukung efisiensi dan efektivitas peny-
elenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan pen-
delegasian wewenang penandatanganan persetu-
juan tertulis dari Menteri Dalam Negeri mengenai
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penggantian pejabat di lingkungan pemerintah MEMUTUSKAN:
daerah;
b. Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud = Menetapkan :
pada huruf a dilakukan daiam rangka efisiensi dan PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
efektivitas penyelenggaraan pemerintahan den-  PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGAN-
gan berpedoman pada asas-asas umum pemerin- AN PERSETUJUAN TERTULIS UNTUK MELAKUKAN
tahan yang baik. PENGGANTIAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMER-
¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana INTAH DAERAH
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

tapkan Peraturan Menteri Datam Negeri tentang Pasal 1

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Per- Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud

setujuan Tertulis Untuk Melakukan Penggantian  dengan:

Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah; 1. "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat

ASN adatah profesi bagi pegawai negeri sipil dan

Mengingat : pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang bekerja pada instansi pemerintah.

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik = 2. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok ja-

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lem- batan tinggi pada instansi pemerintah.

baran Negera Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repub- 4. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan

lik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba- : vang .berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan

han Lembaran Negara Republiik Indonesia Nomor pelayanan publik serta administrasi pemerintahan

5587}, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan pembangunan.

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 5, Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Un- menduduki Jabatan Administrasi pada instansi

dang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerin- pemerintah.

tahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indone- 6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan

sia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran vang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); pelayanan fungsional yang berdasarkan pada ke-
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang ahlian dan keterampilan tertentu.

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negera Re- 7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang

publik tndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tam- menduduki Jabatan Fungsional pada instansi

bahan Lembaran Negara Republik Indonesia No- pemerintah.

mor 5601); 8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun berwenang memberikan persetujuan tertulis.

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 9. Penggantian Pejabat adalah pemindahan pejabat

Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Or- dari satu jabatan ke jabatan lain baik pada jabatan

ganisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Neg- setara ataupun jabatan yang tidak setara.

eri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 1667); Pasal 2
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun (1) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil

2016 tentang Tata Naskah Dinas di 'Lingkungan Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang

Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Repub- melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan

lik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1035); sebelum tanggal penetapan pasangan calon sam-
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(2)

(3)

1)

(1

(2)

_ PENGUMUMAN/P

ERATURAN PEMERINTAH

pai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri.

Gubernur, Bupati, atau Walikota yang akan
melakukan penggantian pejabat di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/
Kota, dalam jangka waktu 6 (enam) bulan ter-
hitung sejak tanggal pelantikan harus mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri.

Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota
yang akan melakukan penggantian pejabat di ling-
kungan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabu-
paten/Kota harus mendapat persetujuan tertulis
dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 3
Menteri berwenang memberikan persetujuan
tertulis atas usulan permohonan Gubernur atau
Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan
Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 2 ayat {1} untuk penggan-
tian pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat
pimpinan tinggi pratama.
Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jender-
al Otonomi Daerah untuk memberikan persetu-
juan tertulis atas usulan permohonan Gubernur
atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati,
dan Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk penggan-
tian pejabat administrasi dan pejabat fungsional.
Pendelegasian wewenang pemberian persetujuan
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ber-
laku juga untuk usulan permohonan dari Penjabat
Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Waliko-
ta yang melakukan penggantian pejabat.

Pasal 4

Menteri berwenang memberikan persetujuan ter-
tulis atas usulan permohonan Gubernur, Bupati
atau Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pas-
al 2 ayat (2) untuk penggantian pejabat pimpinan
tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi prata-
ma.

Menteri mendelegasikan kepada Direktur Jender-
al Otonomi Daerah untuk memberikan persetu-
juan. tertulis atas usulan permohonan Gubernur,

Bupati atau Walikota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2} untuk penggantian pejabat
administrasi dan pejabat fungsional.

Pasal b

(1) Dalam melaksanakan wewenang yang didelegasi-
kan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2) dan Pasal 4 ayat (2}, Direktur Jenderal Otono-
mi Daerah Kementerian Dalam Negeri bertang-
gungjawab kepada Menteri.

(2} Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian
Dalam Negeri menyampaikan laporan pelaksa-
naan pendelegasian wewenang sebagaimana di-
maksud pada ayat (1) setiap 6 {enam) bulan ke-
pada Menteri.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2016
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODQ EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 1445.
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